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NOMOR : 23 TAHUN 19_96_ SERIE. ..BD..

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAR II CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 1996

TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN KOTA =
MADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON
Menimbang : a., bahwa, dalam rangka . Pelaksanaan Otonomi

Daerash yang nyata dan bertanggung-jawab,
Pemerintah Kotamadya Daersh Tingkat II
Cirebon telah menerima penyerahan sebagi-
an Urusan Pemerintshan di bidang Pekerja
an Umum kepada Daerah sesusi dengan Pera
ran Pemerintsh No, 14 Tahun 1987 ;.

b, bshwa, agar tercapasinys penyelenggaraen-
Pemerintahan di Daerah yang berdeya guna
den berhasilguna khususnya dalam bidang
Bangunan, maks perlu membentuk Dinas Ba-
ngunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cire-
bon dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1, Undang-Undeng Nomor 16 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Ling
kungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat =
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara RI taghun 1950 No,40, Tembshan Lem
baran Negara RI Nomor : 551) 3
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LEMBARAN H KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I CIREBON
NOMOR : <3 TAHUN 19_96 CRERGE . D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 1996

TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II CIREBON,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menfmbang : a, bshwa, dalam rangka pelaksanaan Otonomi
Daerah yang nyata dan bertenggung-jawab,
Pemerintah Kotamadys Daerah Tingkat II
Cirebon telsh menerima penyerahan sebagi
an Urusan Pemerintshan di bidang Peker]a
an Umum kepada Daerah sesuai dengan Pera.
turan Pemerintah No,14 tshun 1987 ; 0

b. behwa, agar tercspainya penyelenggarasn-
Pemerintah di Daerah yang berdayaguna -
dan berhassilguna khususnya dalam bidang
Bangunan, meka perlu membentuk Dinas Bg=-
ngunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cire-
bon dengan Peraturan Daerah 3

1, Undeng=-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalsm Ling-
kungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat -
dan Dgerah Istimewa Yogyaskarta (Lembaran
Negara RI tahun 1950 No.40, Tambshan Lem-
baran Negars RI Nomor : 551) ;

2. Undang=-undang eeee

Mengingat :
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Undang=-undang No, 5 Tshun 1974 tentang
Pokok=-Pokok Pemerintahan Di Daerah(Lem
baran Negara RI Tshun 1974 No. 38, Tam
bahan Lembaran Negara RI No. 3%037);

Undang-undang No, 8 Tehun 1974 tentang
Pokok~-Pokok Kepegawaian (Lembaran Nega
ra RI Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lem
baran Negara RI No. 3041);

Undang-undang No, 4 Tahun 1992 tentang
Perumshan dan Pemukiman (Lembaran Nega
ra RI Tshun 1992 No. 23, Tambghan Lem
baran Negara RI No. 3469);

Undeng-undang No.24 Tehun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Ta-
hun 1992 No. 115, Tembsghan Lembaran Ne
gara RI No. 3501);

Peraturan Pemerintah No, 14 Tehun 1987
tentang Penyerashan Sebagian Urusan Pe
merintahan dibidang Pekerjaan Umum ke
pada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
1987 No. 25, Tembgshen Lembaran Negara-

RI No. 3%53); ,

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daersh
dengan Titik berst kepada Deersh Ting
kat IT (Lembaran Negara RI Tghun 1992~
No. 77, Tembahan Lembsran Negaras RI No.

3487) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Ta
hun 1987 tentang Penyershan Prassrsna-
Lingkungsn Utilitas Umum dan Fasilitas
Sosial Perumshan kepades Pemerintah Da
erah;

Peraturan Menteri Pekerjsen Umum No.57/
PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada -
Pemerintah Dserah Tingkat I dan Pemerin
tah Dserah Tingkat II;

10, Perasturan Menteri

> 3

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan
Pembinsan Teknis Bidang Pekerjaan =-
Umum kepada Dinss Pekerjaan Umum;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No,28
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilsyah/Da
ersh Kabupaten/Kotamadya Daserah Ting-
kat II dan Sekretariat Dewan Perwakil
an Rekyat Daerah Tingkat II;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.39
Tahun 1992 tentang Pedoman Orgsnisasi
Dinas Daerah;

13. Keputusan Menteri Dglam Negeri No.84
tentang Bentuk Perstursn Daerah dan
Peraturan Daerah Perubshan;

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri No,97
Tahun 1993 tentang Pola Orgasnisasi -
Pemerintah Deersh dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Deerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING

KAT II CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN DI
NAS BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
ITI CIREBON

Pasal 1

Dengan Peraturan Daersh ini dibentuk
Dinas Bangunen Kotamadya Dsersh Ting
kat II Cirebon,

Pasal 2

Orgsnisasi dsn Tata Kerja Dinas Bangun
an Kotsmadya Daersh Tingkat II Cirebon
ditetapkan dengsn Peraturan Dszerah,

Pasal 3 XEX)
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- Pasel 2

Perstursn Dsersh ini mulsi berlsku sejak tanggel
diundangksn,

Agsr supeys setisp orang depst mengetshuinys, me
merintshksn pengundsngen Perstursn Dsersh ini de
ngen penempatsnnys dslsm Lembsran Dsersh Kotsmed
ya Desersh Tingkat II Cirebon,

Ditetepksn d1 CIREBOK
Peade tenggel 6 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TX,II CIREBON TINGKAT II CIREBON,
KETUA,
tta tta
H. SUNARYO.HW DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN

Disshken oleh Gubernur Kepsls Dsersh Tingkst I
Jaws Barat dengsn Suret Keputusen No. 188,342/
SK. 1540-Huk/ tar.ggsl 4 Oktober 1996,

Diundsngken dslsm Lembsrsn Daersh Kotsmadys De
ersh Tingkat II Cirebon Nomor Tehun 1996 =
tanggsl 10 Oktober 1996 Serie D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II CIREBON,

DHS, H. NANA SURYANA

PEMBINA X, I
N I P, 010 054 063,



